
 
 

51 
 

BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan  

      Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Penerapan 

Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh Perusahaan 

Swasta Di Kota Kupang, penulis dapat menyimpulkan bahwa : 

A. Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja 

oleh Perusahaan Swasta Di Kota Kupang. 

      Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dan 

melalui hasil wawancara, diketahui jika perusahaan-perusahaan 

swasta di kota kupang itu belum semuanya menerapkan pemberian 

jaminan sosial bagi tenaga kerjanya, hal ini dibuktikan dengan data 

bahwa dari setiap perusahaan swasta yang digunakan peneliti 

sebagai sampel memang sudah mendaftarkan tenaga kerja dalam 

program BPJS ketenagakerjaan, tetapi tidak semua pekerjanya 

didaftarkan hanya beberapa saja yang didaftarkan, sedangkan 

tenaga kerja yang lain belum didaftarkan, karena terdapat beberapa 

kendala atau faktor penyebab yang menurut pemilik perusahaan 

tenaga kerja tersebut belum bisa didaftarkan dalam BPJS 

ketenagakerjaan. 

      Selain itu juga perusahaan swasta yang belum menerapkan 

pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerjanya dapat di minta 

pertanggungjawabannya secara hukum, hal ini berdasarkan teori 

tanggungjawab hukum dalam hukum perdata.Dalam hal 

perusahaan swasta yang belum menerapkan pemberian jaminan 

sosial bagi tenaga kerjanya di Kota Kupang dapat menggunakan 

prinsip bertanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (liability 

based on fault). Prinsip ini menyatakan, seseorang baru dapat 
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dimintakan pertanggung jawabannya secara hukum jika ada unsur 

kesalahan yang dilakukannya. 

      Unsur kesalahan yang dilakukan oleh perusahaan swasta di 

Kota Kupang adalah belum menerapkan pemberian jaminan sosial 

bagi tenaga kerjanya, dan hal ini bertentangan dengan Undang-

Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan 

Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dimana dalam 

Undang-Undang ini menjelaskan bahwa setiap perusahaan swasta 

wajib mendaftarkan tenaga kerjanya. 

 

B. Faktor-Faktor Penyebab Belum Diimplementasikan Penerapan 

Pemberian Jaminan Sosial Bagi Tenaga Kerja Oleh Perusahaan 

Swasta Di Kota Kupang. 

      Dari hasil penelitian dan wawancara yang dilakukan peneliti 

diketahui bahwa faktor-faktor penyebab belum diimplementasikan 

penerapan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja oleh 

perusahaan swasta di Kota Kupang adalah:  

a. Keterbatasan Informasi, kurangnya informasi mengenai 

BPJS Ketenagakerjaan sehingga pemilik perusahaan belum 

sempat mendaftarkan pekerja ditambah dengan adanya 

pekerja yang belum memiliki data diri yang kurang 

lengkap. 

b. Pekerja baru dan masih dalam tahap percobaan. 

c. Pekerja tidak tetap dan banyak yang sering keluar ketika 

sudah didaftarkan sehingga pemilik perusahaan mengalami 

kerugian. 
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5.2 Saran  

      Dari hasil penelitian dan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan 

Penerapan Pemberian Jaminan Sosial tenaga Kerja bagi pekerja oleh 

Perusahaan Swasta Di Kota Kupang harus berpedoman pada Undang-Undang 

Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara 

Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yaitu Pasal 14 yang berbunyi ”Setiap orang, 

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, 

wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial” Dan dalam Pasal 15 Ayat (1) 

yang berbunyi “Pemberi Kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya 

dan Pekerjanya sebagai Peserta kepada BPJS sesuai dengan program Jaminan 

Sosial yang diikuti”. Berdasarkan kedua pasal tersebut maka perusahaan 

swasta di Kota Kupang wajib mendaftarkan pekerjanya dalam BPJS.  Serta 

bagi pekerja hendaknya memberikan data diri yang lengkap kepada pemilik 

perusahaan agar tidak menyulitkan pemilik perusahaan ketika akan 

mendaftarkan tenaga kerja ke BPJS. Dan bagi pemerintah harus sering 

melakukan pengawasan terhadap perusahaan swasta agar perusahaan swasta 

yang belum mendaftarkan pekerjanya segera mendaftarkannya ke BPJS dan 

apabila perusahaan swasta tersebut tetap tidak melakukan pendaftaran maka 

perusahaan tersebut harus dikenai sanksi dan denda sesuai dengan undang-

undang yang berlaku.  
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